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ABSTRAK

Guna meningkatkan perekonomian, mengatasi over-regulated dan over-lapping
pengaturan terkait pembangunan dan investasi di Indonesia, Pemerintah berinisiatif
membentuk Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode Omnibus law. Yang nantinya
diharapkan dapat meningkatkan daya saing, mendorong investasi serta membuka
lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Namun disisi lain, Undang-Undang Cipta Kerja ini
juga mensyaratkan adanya sekitar 500 aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan
hyper-regulated dan pengaturan yang jauh lebih kompleks. Adapun Undang-Undang
Cipta Kerja ini terdiri dari 11 Kklaster, salah satunya adalah Klaster Ketenagakerjaan.
Dalam Klaster Ketenagakerjaan ini Pemerintah berupaya mengharmonisasikan 3 undang-
undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-
Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, dan juga Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial. Namun ternyata
dalam proses penyusunan, pembahasan hingga pengesahan khususnya pada Klaster
Ketenagakerjaan ini menuai banyak kritikan bahkan penolakan dari berbagai kelompok di
masyarakat.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif
analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelian
kepustakaan. Yang kemudian bertujuan untuk menganalisis tentang politik hukum dalam
pembentukan Klaster Ketenagakerjaan serta menganalisis pandangan Mas/ahah terhahap
problematika perubahan pengaturan ketenagakerjaan dalam Klaster Ketenagakerjaan
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dalam pembentukan Undang-
Undang Cipta Kerja yang dinisiatif oleh Pemerintah ini menandakan adanya suatu politik
hukum untuk meningkatkan investasi di Indonesia, yang kemudian dilegitimasi dengan
hukum. Adapun konfigurasi politik Klaster Ketenagakerjaan ini cenderung otoriter atau
non-demokratis, sehingga menghasilkan produk hukum yang elitis dan tidak aspiratif.
Namun terkait urgensi perubahan pengaturan ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta
Kerja dalam pandangan Masiahah tidak sepenuhnya membawa kemudharatan dan
mafsadat. Sebab beberapa perubahan dalam Klaster Ketenagakerjaan ini juga membawa
kepada kemaslahatan bagi pekerja/ buruh itu sendiri.

Kata Kunci: UU Cipta Kerja, Klaster Ketenagakerjaan, Omnibus law
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan

tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin.

Penulisan transliterasi Arab-Latin

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158

Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab

|

Nama

Alf

Ba’

Ta’

Sa’

Jim

Ha’

Kha’

Dal

Zal

Ra’

Huruf Latin
Tidak dilambangkan
B

T

KH

Keterangan
Tidak dilambangkan
Be
Te
Es (dengan titik di
atas)

Je
Ha (dengan titik di
bawah)

Ka dan Ha
De
Z (dengan titik di atas)

Er



Za’
Sin

Syin

Sad

Dad

Ta’

Za’

‘Ain
Gain
Fa’
Qaf
Kaf
Lam
Mim
Nun
Wawu
Ha’

Hamzah

SY

Zet
Es
Es dan Ye
Es (dengan titik di
bawah)
De (dengan titik di
bawah)
Te (dengan titik di
bawah)

Zet (dengan titik di
bawah)
Koma terbalik di atas
Ge
Ef
Qi
Ka
‘El
‘Em
‘En
W
Ha

Apostrof



Ye

G
<
m\:
_<

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

830%0i4 Ditulis Muta’addidah

TS Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbitah di akhir kata

1.

Bila ta’ marbutah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya.
ks Ditulis Hikmah
Lla Ditulis Jizyah

Bila ta’ marbitah diikuti dengan kata sandang “a/l’ serta bacaan kedua
itu terpisah, maka ditulis dengan h

RPN PSS Ditulis Karamah al-auliya’

Bila ta’ marbiitah hidup dengan harakat fathas, kasrah dan dammah
ditulis t

kil 385 Ditulis Zakat al-fitr

D. Vokal Pendek

- Fathah Ditulis A

Xi



- Kasrah Ditulis I

- Dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
fathah+alif Ditulis A
' Qs Ditulis Jahiliyyah
fathah+ya’ mati Ditulis A
’ (st Ditulis Tansa
Kasrah+ya’ Mati Ditulis I
’ NS Ditulis Karim
dammah+wawu mati Ditulis U
* a3 Ditulis Furiid
F. Vokal Rangkap
fathah+ya’ mati Ditulis Al
' & Ditulis Bainakum
fathah+wawu mati Ditulis Au
’ J3 Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof (“)
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1 il Ditulis a’antum

2 &8 Gl Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam
1. Bila kata sandangA/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.
1Al Ditulis Al-Qur’an
ol Ditulis Al-Qiyas
2. Bila kata sandang Alif+Lam diikuti Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan
huruf | (el)-nya.
B Ditulis as-Sama’

ol Ditulis asy-Syams

I.  Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).
J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau
pengucapannya.
ol g5 Ditulis Zawi al-furid

A A Ditulis Ahl as-Sunnah
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K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di periode pertama kepemerintahan Joko Widodo sebagai presiden Republik
Indonesia telah membentuk ataupun mengesahkan begitu banyak peraturan,
hingga menurut hasil penelitian dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
(PSHK) menyebutkan bahwa telah terjadi hiper regulasi khususnya di level
eksekutif. Dalam jangka waktu 4 tahun sejak Oktober 2014 hingga 2018 menurut
catatan PSHK ada 7.621 Peraturan Menteri, 765 Peraturan Presiden, dan juga 452

Peraturan Pemerintah. Sedangkan di tingkat legislatif ada 107 Undang-Undang.*

Sehingga di periode kedua terpilihnya kembali sebagai presiden Republik
Indonesia, dalam pidato kenegaraan pelantikan presiden dan wakil presiden tahun
2019-2024, Presiden Jokowi menegaskan perlu adanya omnibus law dalam
dinamika pembentukan hukum di Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi
tumpang tindih regulasi.> Sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa nantinya ada tiga
undang-undang yang akan dibuat dengan metode omnibus law yaitu Undang-

Undang Perpajakan, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan Undang-Undang

! https://nasional.kompas.com/read/2019/10/15/15442471/pshk-4-tahun-pertama-
pemerintahan-jokowi-eksekutif-hiper-regulasi, di akses pada 18 November 2020.

2 https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-
soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all, di akses pada 19 November 2020.


https://nasional.kompas.com/read/2019/10/15/15442471/pshk-4-tahun-pertama-pemerintahan-jokowi-eksekutif-hiper-regulasi
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/15/15442471/pshk-4-tahun-pertama-pemerintahan-jokowi-eksekutif-hiper-regulasi
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all

Pemberdayaan Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).® Dan saat ini,
setelah melalui berbagai prosedur pembentukan Peraturan Perundang-
Undangannya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akhirnya
mengesahkan dan mengundangkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan
perubahan nomenklatur dari Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja

menjadi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Konsep omnibus law di Indonesia saat ini dapat dimaknai sebagai suatu
penyelesaian berbagai pengaturan dalam peraturan perundang-undangan ke dalam
satu undang-undang dan konsekuensinya mencabut beberapa peraturan hasil
penggabungan yang dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara
keseluruhan. Hal ini sejalan dengan tujuan yang disampaikan oleh Presiden
Jokowi, bahwasanya dalam rangka menyederhanakan regulasi yang tumpang
tindih dan prosedur berusaha yang rumit maka dibentuklah Undang-Undang Cipta
Kerja dengan metode omnibus law guna memperbaiki iklim perkenomian di
Indonesia dengan meningkatkan daya saing, mendorong investasi serta membuka

lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Namun dalam sejarah proses pembentukan peraturan perundang-undangan
di Indonesia bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri tidak ada pasal-pasal yang
mengatur ataupun menjelaskan secara eksplisit maupun implisit tentang metode

pembuatan hukum dengan metode omnibus law. Pasalnya Indonesia adalah negara

3 Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha, Yoyok Junaidi, “Politik Hukum Omnibus law
di indonesia”, Jurnal Pamator, Volume 13 No. 1, April 2020, him. 2.



yang menganut sistem civil law dan negara yang sering menggunakan metode
omnibus law atau omnibus bill ini adalah negara yang menganut sistem Common
Law atau tradisi Anglo-Saxon Common Law seperti di Negara Amerika, Kanada,

Irlandia, dan Suriname.

Pun juga menilik kembali pada proses penyusunan hingga pengesahan
RUU Cipta Kerja ini nyatanya telah banyak menuai pro dan kontra diberbagai
kalangan, baik di masyarakat yang terdampak secara langsung ataupun tidak
langsung. Seperti hal nya muncul gelombang penolakan dan demonstrasi dari
pekerja/ buruh, sebab dalam UU Cipta Kerja ini telah merevisi ataupun
menghapus beberapa pasal penting yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebelumnya dapat diketahui bahwa UU
Cipta Kerja ini terdiri dari 174 pasal yang tergabung dari 79 Undang-Undang dan
terdiri dari 11 klaster dan salah satu klaster yang hingga kini masih banyak disorot

dan dikritisi oleh masyarakat adalah Klaster Ketenagakerjaan.

Dalam klaster tersebut pemerintah berupaya untuk mengharmonisasikan 3
Undang-Undang yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial, dan juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 211 tentang Badan
Penyelengaraan Jaminan Sosial.* Beberapa pasal dalam Klaster Ketenagakerjaan
ini dinilai bermasalah baik secara substansi pasal yang multitafsir ataupun secara

materiil dan formil. Alih-alih memperkuat penegakan serta pengawasan hukum

4 Fajar Kurniawan, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep
Omnibus law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Uang
Pesangon Kepasa Pekerja yang di PHK”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1, Juni 2020.



tentang ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemerintah
malah melakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang sebelumnya dengan pasal

baru dalam UU Cipta Kerja ini.

Dimana perubahan tersebut berdampak seperti pada pemberian uang
pesangon dan uang penghargaan bagi pekerja yang terdampak PHK (Pemutusan
Hubungan Kerja), pekerja kontrak terkait PKWT (Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu), bahkan persoalan jam kerja yang fleksibel dengan upah per jam. Dan
dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini juga terkesan tergesa-gesa serta minim
partisipasi publik sehingga hal ini jauh dari asas keterbukaan sebagaimana yang
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.° Pun urgensi dari
perubahan peraturan dalam Klaster Ketenagakerjaan ini menjadi tanya jawab di
masyarakat, sebab perubahan terhadap substansi pasal dalam Klaster
Ketengakerjaan UU Cipta Kerja ini banyak yang tidak mengakomodir
kepentingan buruh/ pekerja itu sendiri. Sehingga patut dipertanyakan juga, Klaster
Ketenagakerjaan ini merupakan kepentingan buruh/ pekerja dan secara luas adalah

masyarakat itu sendiri atau hanya kepentingan beberapa kelompok saja.

Sehingga dengan paparan diatas menunjukkan dalam pembentukan legal
policy-nya ada dinamika politik hukum tertentu sebagaimana eksekutif yang
menindaklanjuti melalui proses legislasi dengan menentukan pola atau cara

membentuk suatu hukum ataupun memperbarui hukum melalui proses legislasi

> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan



tertentu.® Yaitu seperti halnya Presiden Jokowi memilih menggunakan omnibus

law sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangannya.

Selanjutnya menarik untuk dianalis lebih dalam lagi tentang sejauh mana
politik hukum dalam pembentukan UU Cipta Kerja ini khususnya pada Klaster
Ketenagakerjaan dan bagaimana urgensi atas pembentukan Klaster
Ketenagakerjaan. Apakah dengan adanya peraturan ini akan memberikan
kemaslahatan atau malah sebaliknya, yaitu menimbulkan kemafasadatan bagi
masyarakat. Sehingga dengan beberapa problematika diatas, penulis tertarik
untuk meneliti lebih lanjut lagi dengan mengambil judul “Politik Hukum
Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Prespektif

Maslahah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun dapat menarik
beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja
Klaster Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana pandangan AMas/ahah terhadap problematika Klaster

Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja?

6 Shanti Dwi Kartika, “Politik Hukum RUU Cipta Kerja”, Bidang Hukum Info Singkat,
Vol. XI1, No.4/11/Puslit, Februari 2020.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Untuk menganalisis politik hukum dalam pembentukan UU Cipta Kerja
Klaster Ketenagakerjaan

b. Untuk menganalisis problematika Klaster Ketenagakerjaan dalam UU
Cipta Kerja prespektif Maslahah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

a. Secara teoritis, penelitian ini  diharapkan bermanfaat bagi
pengembangan keilmuan dan dapat membantu pembaca ataupun
masyarakat baik dalam kelembagaan tertentu ataupun masyarakat
secara umum dalam memberikan sudut pandang baru dan pengetahuan
yang lebih luas dan mendalam.

b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terkait
pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga bagi
masyarakat secara umum dapat memberikan pemahaman yang lebih
berdasar terkait kebijakan tersebut. Sehingga dapat terciptanya keadilan

dan kesejahteraan di masyarakat.



D. Telaah Pustaka

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penlitian ulang ataupun
penyusunan ulang, maka sekiranya perlu dilakukan telaah pustaka dengan mencari
karya-karya atau peneltian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan
tema skripsi tersebut. Setelah ditelurusi melalui tema skripsi “Politik Hukum
Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Prespektif
Maslahali’ Kemudian ditemukan beberapa tema karya ilmiah yang berkaitan

dengan tema skripsi tersebut, yaitu:

Pertama, karya ilmiah dalam bentuk skripsi oleh Evannanda Fadhil
Pratama yang berjudul “Penataan Regulasi melalui Pendekatan Omnibus law
di Indonesia: Tinjauan Kritis terhadap Pembentukan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”’ hasil
penelitian ini menyatakan bahwa penataan regulasi dengan metode omnibus law
dalam UU Cipta Kerja diterapkan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor
12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta dalam
proses pembentukan UU Cipta Kerja ini dinilai membahayakan esensi dari

demokrasi itu sendiri.

Kedua, karya ilmiah dalam bentuk skripsi oleh Annisa Ayudya Prasasti

yang berjudul “Kajian Yuridis mengenai Omnibus law Undang-Undang

7 Evannanda Fadhil Pratama, “Penataan Regulasi melalui Pendekatan Omnibus law di
Indonesia: Tinjauan Kritis terhadap Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Soedirman, (2021)



Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja”® hasil penelitian ini menyatakan
bahwa ada perbedaan substansi baik dengan mengubah dan/atau menghapus
pengaturan yang terdapat pada UU Ketenagakerjaan dan ada beberapa upayah
hukum yang dapat dilakukan terkait permasalah UU Cipta Kerja ini, yaitu Judicial
Review ke Mahkamah Konstitusi, harus adanya mekanisme harmonisasi peraturan
perundang-undangan serta penerapan Asas lex posterior derogate legi priori

khususnya pada Klaster Ketenagakerjaan.

Ketiga, karya ilmiah dalam bentuk skripsi oleh Evan Samuel Grigorius
yang berjudul “Keterbukaan Informasi dan Partisipas Publik cdalam
Pembentukan Legislasi; Studi Kasus RUU Cipta Kerja® hasil penelitian ini
menyatakan bahwa dalam proses pembuatan draf RUU Cipta Kerja telah
melanggar prinsip keterbukaan informasi dan partisipasi publik pun dalam
penggunaan metode Omnibus law dalam penyusunan RUU Cipta Kerja menjadi
suatu hal yang kontroversial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

di Indonesia.

Keempat, karya ilmiah dalam bentuk Jurnal oleh Shanti Dwi Kartika yang
berjudul “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja”!° hasil
penelitian ini lebih menjabarkan pada bagaimana seharusnya RUU Cipta Kerja ini

sesuai dengan politik hukum yang di cita-citakan oleh Negara Indonesia dan juga

8 Annisa Ayudya Prasasti, “Kajian Yuridis mengenai Omnibus law Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Mataram, (2021).

® Evan Samuel Grigorius, “Keterbukaan Informasi dan Partisipas Publik cdalam
Pembentukan Legislasi; Studi Kasus RUU Cipta Kerja”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, (2020).

10 Shanti Dwi Kartika, “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja” Jurnal
Info Singkat, VVol. X1, No.4//11/Puslit (Februari 2020).



menjelaskan tentang politik hukum baik dari sudut materiil maupun formil

peraturan perundang-undangan.

Kelima, karya ilmiah dalam bentuk jurnal oleh Fajar Kurniawan yang
berjudul “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep
Omnibus law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang
Pemberian Uang Pesangon Kepada Pekerja yang di PHK”. Jurnal ini
membahas secara spesifik tentang problematika pemotongan uang pesangon bagi
pekerja yang di PHK di dalam RUU Cipta Kerja dan juga menjelaskan substansi
pasal 89 angka 45 yang dinilai kurang memberikan sisi manfaat bagi

pekerja/buruh.

Keenam, karya ilmiah dalam bentuk jurnal oleh Sodikin yang berjudul
“Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus law Berkaitan
dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia”.'? Dalam jurnal ini
menjelaskan tentang kesesuaian norma atau kaidah hukum yang baik dan benar
dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana prinsip-
prinsip hukum harus benar-benar diaplikasikan dalam perumusan peraturan itu

sendiri.

Ketujuh, karya ilmiah dalam bentuk jurnal oleh Aye Sudarto yang berjudul

“Tenaga Kerja Outsourcing Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor

11 Fajar Kurniawan, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep
Omnibus law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Uang
Pesangon Kepasa Pekerja yang di PHK”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1, Juni 2020.

12 Sodikin, “Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus law Berkaitan dengan
Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1, April 2020.
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13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.'* Dalam jurnal ini membahas
tentang bagaiamana pandangan hukum islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terhadap sistem outsourcing dalam dinamika

ketenagakerjaan di Indonesia.

Kedelapan, karya ilmiah dalam bentuk jurnal oleh Andy Arya Maulana
Wijaya yang berjudul “Dinamika Ketenegakerjaan Di Indonesia:
Penghapusan Sistem Outsourcing (Kajian Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan)”.!* Dalam jurnal ini membahas tentang
bagaimana problematika adanya sistem outsourcing dalam lingkungan Kkerja,
dengan menganalisis dari tiga komponen yaitu sisi hubungan kerja, jaminan sosial

tenaga kerja dan juga serikat pekerja.

E. Kerangka Teoritik

1. Maslahah

Secara Bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab yang
kemudian dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah,
yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan serta

menolak kerusakan.® Kata mas/ahah berakar pada kata al-aslu yang

13 Aye Sudarto, “Tenaga Kerja Outsourcing Dalam Tinjauan Hukum lIslam dan UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” Jurnal Studi Keislaman Nizham, Vol. 7 No. 1,
Januari-Juni 2020.

14 Andy Arya Maulana Wijaya, “Dinamika Ketenegakerjaan Di Indonesia: Penghapusan
Sistem Outsourcing (Kajian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”,
Spirit Publik, Vol. 12 No.12, Oktober 2017.

15 Munawar Kholil, Kembali Kepada Al-Qur’an dan Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang,
1995), him. 43.
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merupakan bentuk masdar dari kata kerja salahu, yasluhu, salahan yang

artinya baik, bagus, manfaat, faedah, patut, layak, dan sesuai.*®

Adapun dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat dua

pengertian, yaitu menurut urf” dan syara’. Menurut urf’, maslahah ialah:
c.i.ﬂ\J all A g2 gl )
“Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat”

Sedangkan pengertian masi/ahah secara syara’adalah:
Baleglslalie gy LAl s gata AN (53 gall Capuill

“Sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-syari’,

baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-adat)”.

Secara etimologi maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi
lafal maupun makna. Mas/ahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan
yang mengandung manfaat.!’Kemudian mengenai ruang lingkup

berlakunya maslahah ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Al-Maslahah al-Daruriyah (primer)
b. Al-Maslahah al- Hajjiyah (sekunder)

c. Al-Maslahah al-Tasiniyah (pelengkap)

Adapun maslahah jika dilihat dari segi kandungannya, para ulama’ ushul

figh bersepakat membagi menjadi dua, yaitu:

16 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, ( Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan
Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, 1973), him. 219.
17 Nasrun Haroen, Ushul Figih (Jakarta: Katalog Dalam Terbit (KDT), 1996), him. 114.
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a. Mashlahah Al-‘Ammah
b. Maslahah al-Khashsah
Kemudian maslahah dapat dilihat dari segi keberadaan maslahah
menurut syara’, menurut Muhammad Mustafah Syatibi dibagi menjadi tiga
bagian, yaitu:
a. Al-Maslahah Al-Mu’tabarah
b. Al-Maslahah Al-Mulgha

c. Al-Maslahah Al-Mursalah

2. Politik Hukum

Politik hukum pada dasarnya adalah suatu kajian di dalam ilmu
hukum yang terdiri dari dua disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum itu sendiri dan
juga ilmu politik. Dimana politik hukum merupakan pilihan tentang
hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-
hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan seluruhnya yang
dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di
dalam Pembukaan UUD 1945.1 Seperti yang dikemukakan oleh Prof.
Mahfud MD?, pernyataan bahwa “hukum adalah produk politik” adalah

benar jika didasarkan pada das Sein dengan mengkonsepkan hukum

18 Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers,
2019), him. 1.

19 prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers,
2019), him. 5.
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sebagai udang-undang yang dibuat oleh legislatif , sebab ia merupakan
kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik
yang saling bersaingan baik melalui kompromi politik ataupun dominasi

oleh kekuatan politik mayoritas.

Menurut Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara
Berdasarkan atas Hukum?® mengatakan bahwa politik hukum adalah
kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang
akan dibentuk. Sedangkan menurut Prof. Mahfud MD, politik hukum ialah
legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh
Pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang
berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar
dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang
telah ada termasuk penegasan fungsi Lembaga dan pembinaan para
penegak hukum. Yangmana nantinya politik hukum akan mencakup proses
pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke
arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.?* Kemudian konfigurasi
politik suatu negara dapat diartikan sebagai suatu susunan atau konstelasi
kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi menjadi atas dua konsep

yang bertentangan secara diametral, yaitu®%:

20 padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1986), Cet. I, him. 160.

2 pProf. Dr. Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers,
2019), him. 17.

22 prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers,
2019), him. 31.
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a. Konfigurasi politik demokratis

b. Konfigurasi politik otoriter

Secara spesifikasi, untuk mengualifikasikan apakah konfigurasi
politik demokratis atau otoriter, indikator yang dipakai dalam studi ini
adalah tiga pilar demokrasi, yaitu peranan partai politik dan badan
perwakilan, kebebasan pers, serta peranan eksekutif. Kemudian karakter

produk hukum itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Produk hukum responsif/ populistic

b. Produk hukum konservatif/ ortodoks/ elitis

F. Metode Penelitian

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian itu untuk menguraikan
tentang cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.?® Dan nantinya bertujuan
untuk memudahkan arah tujuan metode penelitian yang akan digunakan untuk
penyusunan skripsi tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research),

yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode

23 Bambang Waluyo, Penelitian dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), him. 17.
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pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan
penelitiannya.?* Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk
memperoleh data penelitian, seperti dengan cara membaca dan
mempelajari  buku, jurnal ilmiah, ataupun website internet untuk
mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif.
Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara
teratur seluruh konsep yang ada relevensinya dengan penelitian yang
dibahas. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis.
Sehingga nantinya akan menganalisis tentang Politik Hukum Pembentukan
Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan Prespektif Maslahah

terhadap Klaster Ketenagakerjaan.
Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu dengan
memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai
macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang
telah ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pembentukan Klaster Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta
Kerja, untuk kemudian dianalisis secara cermat dengan teori Maslahah

guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

him. 2-3

2 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004)
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4. Sumber data

a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang menjadi penunjang dari
sumber data primer. Yang nantinya akan memberikan penjelasan lebih
lanjut dan lebih luas, yaitu terdiri dari buku, jurnal ilmiah, artikel,

informasi dari website internet.

5. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam
setiap penelitian. Di tahap ini penulis harus melakukan pemilihan data-data
yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakekatnya merupakan
kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk
memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi.?® Dalam hal ini pasal-pasal
yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

252.

% Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 251-
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Kerja didiskualifikasikan sesuai pokok masalah yang diteliti sehingga akan
diperoleh kesimpulan pandangan maslahah mursalah terhadap politik
hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pada Klaster

Ketenagakerjaan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Politik Hukum Pembentukan Undang-
Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Prespektif Maslahah” maka,
sistematika penulisan yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab
pembahasan. Pertama yaitu latar belakang masalah, yang memuat tentang alasan
munculnya masalah yang diteliti. Kedua yaitu rumusan masalah, yang merupakan
penegasan terhadap apa yang dikandung dalam latar belakang. Ketiga yaitu
tujuan dan kegunaan penelitian, yang memuat tentang apa yang hendak dicapai
dalam penelitian ini. Keempat vyaitu telaah pustaka, yang memuat tentang
penulusuran terhadap literature yang ada sebelumnya dan berkaitan dengan objek
penelitian tersebut. Kelima yaitu kerangka teoritis, yang memuat tentang bentuk
pola pikir tertentu yang nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam
memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Keenam yaitu metode penelitian,
yang memuat tentang penjelasan langkah-langkah yang dipilih dalam penelitian.
Ketujuh yaitu sistematika pembahasan, yang akan menjabarkan apa saja yang

akan dikemukakan dalam skripsi tersebut.
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Bab kedua, merupakan Landasan Teori, nantinya akan membahas tentang
teori Maslahah Mursalah dan Politik Hukum.

Bab ketiga, akan menguraikan tentang proses pembentukan rancangan
undang-undang omnibus law cipta Kkerja, idealitas konep omnibus law di Indonesia,
menjelaskan secara komprehensif pasal-pasal terkait Klaster Ketenagakerjaan di
rancangan undang-undang ini yang kemudian dibandingkan secara yuridis terhadap
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bab keempat, berisi tentang analisis yang dilakukan oleh penulis tentang
politik hukum pembentukan rancangan undang-undang omnibus law cipta kerja
khususnya Klaster Ketenagakerjaan menggunakan teori maslahah mursalah

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang merupakan penutup dari

kepenulisan skripsi ini, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan suatu political will
dari Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses legislasi.
Sedangkan politik hukum pembentukan UU Cipta Kerja ini adalah
membentuk suatu peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus
law guna mencapai kepentingan negara yaitu meningkatkan investasi. Dari
11 Kklaster yang termuat dalam UU Cipta Kerja, Klaster Ketenagakerjaan
merupakan klaster paling problematik yang menuai banyak kritikan hingga
penolakan dari masyarakat. Adapun konfigurasi politik Klaster
Ketenagakerjaan yang telah dianalisis menggunakan tiga indikator, yaitu
peranan badan perwakilan dan partai politik, peranan eksekutif, dan
kebebasan pers adalah cenderung otoriter atau hon-demoktaris bahkan ada
yang menyebutnya dengan rezim oligarki. Shingga karakter produk hukum
Klaster Ketenagakerjaan yang dihasilkan ini bukanlah produk hukum yang
responsif, namun elitis yang bersifat positivis-instrumentalis. Sebab
peranan eksekutif dalam pembentukan Klaster Ketenagakerjaan ini sangat
dominan, yang kemudian berdampak pada minimnya partisipasi publik
baik dalam proses penyusunan, pembahasan hingga pengesahan.

2. Pengaturan Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja menunjukkan

bahwa alih-alih memberikan perlindungan bagi pekerja, pasal baru ini
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justru berpotensi membuat pekerja kembali mengalami peminggiran hak-
haknya demi kepentingan investasi dan pembangunan ekonomi. Klaster
Ketenagakerjaan ini mengurangi kontrol negara terhadap hubungan kerja,
sebab banyaknya ketentuan yang dikembalikan kembali pada mekanisme
kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja. Pandangan Maslahah
terhadap Klaster Ketenagakerjaan ini ialah, dari tingkat kebutuhannya
merupakan Al- Maslahah Tahsiniyyah. Yaitu kebutuhan tersier, sebab
urgensi daripada perubahan aturan ketenagakerjaan, jika dikaitkan dengan
kepentingan investasi sendiri ini bukanlah kebutuhan yang mendesak atau
darurat bagi masyarakat. kemudian dari tingkat segi kandungannya,
Klaster Ketenagakerjaan dapat dikatakan sebagai Al- Maslahah Al-Ammah
dan Al- Maslahah Al-Khassah. Sebab beberapa kebijakan memang banyak
yang tidak mengakomodir kepentingan dan kepastian hidup layak pekerja/
buruh. Namun ada beberapa kebijakan baru dalam Klaster
Ketenagakerjaan ini yang membawa pada kepentingan mayoritas ummat,
seperti pada jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan adanya uang
kompensasi PKWT. Sehingga Klaster Ketenagakerjaan ini tidak dapat
dikatakan sebagai suatu maslahah mursalah, meskipun beberapa kebijakan
memang memberikan kemaslahatan tetapi tetap tidak dapat

menghilangkan kemudharatan.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa saran
yang perlu penulis sampaikan bahwa perbaikan secara substansi pada UU Cipta
Kerja ini dapat dilakukan melalui keterlibatan semua pihak secara bertahap,
seperti oleh Presiden (executive review) dan selanjutnya DPR (legislative review)
sebagai wujud tanggungjawab karena menghasilkan UU yang bermasalah secara
substansi. Kemudian sudah sepatutnya Pemerintah tidak mengabaikan landasan
serta asas-asas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di
Indonesia selanjutnya, agar nantinya dapat menghasilkan produk hukum yang
responsif bagi masyarakat. Terkait metode omnibus law ini, bijaknya untuk segera
diatur dan diperjelas kedudukannya dalam ketentuan pembentukan peraturan
perundang-undangan. Pun kepada seluruh elemen masyarakat agar selalu menjadi
garda terdepan dalam mengawasi jalannya pemerintah serta turut aktif terlibat

dalam proses pembentukan suatu produk hukum.
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